Pasal 42
Seluruh hasil Penjualani SUN Dalam Denomi-
nasi Yen dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

8. Mengubah Lampiran i Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan
Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam De-
nominasi Yen Di Jepang sehingga menjadi seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal Hi
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
seluruh frasa “Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang” selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko”.
2. Peraturan Menteri ini mulai beriaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd. .

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 449

. Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 47/PMK.07/2016, tanggal 24 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Per-
aturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra Tahurt Anggaran 2016 telah dialokasikan Dana
Bagi Hasit Cukai Hasil Tembakau Tahun Angga-
ran 20186;

b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1295 tentang Cukai se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi/kabu-
paten/kota yang diatur oleh Gubernur dilakukan
dengan. persetujuan Menteri Keuangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat
(8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/
PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, persetujuan atas pemba-
gian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau un-




tuk provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh
Gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, per-
lu menetapkan Peraturan tentang Rincian Dana
Bagi Menteri Keuangan Hasil Cukai Hasil Tem-
bakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia 3613} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia 4755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun .

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

3. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 ten-
tarfg Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.
07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-
jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

&' ' Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.
07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Dae-
rah dan Dana Desa;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : o,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEM-
BAKAU MENURUT ' PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016. '

I/Dasal 1
(1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Angggrah Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggarah 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137
Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah
sebesar Rp2.796.355.150.000,00 (dua triliun tu-
juh ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tima
puluh Iiméjuta seratus lima puluh ribu rupiah).

(2} Rincian Dana Bégi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana -dimaksud
pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-

empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di'Jakarta
pada tangga! 24 Maret 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
' BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta |

pada tanggal 24 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EXKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 461

Catatan Redaksi :
_ Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )
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